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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi 

atas tindak pidana pembakaran hutan dan untuk mengetahui 

sejauhmana efektivitas penerapan Undang-Undang No 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan .Berdasarkan pembahasan yang telah di 

uraikan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tindakan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan adalah 

tindakan melawan hukum. Sehingga keberadaan Undang-

Undang Nomor. 41 Tahun 1999  tentang Kehutanan 

terhadap perbuatan tersebut diperlukan untuk mengatasi 

permasalahan kebakaran hutan yang terus menerus terjadi 

dan semakin merajalela. Penerapan sanksi terhadap pelaku 

pembakaran hutan khususnya di Meulaboh Aceh belum 

optimal karena Jaksa penuntut umum dan hakim 

menggunakan Undang-Undang No.32 tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  padahal 

kerusakan lingkungan yang terjadi pada dasarnya 

disebabkan oleh pembakaran hutan gambut untuk 

pembukaan lahan. Maka seharusnya sanksi yang diterapkan 
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adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999  

tentang Kehutanan. 

2. Perbedaan atau ketidak tepatan penerapan Undang-undang 

khususnya dalam kasus di PN Meulaboh,berakibat tidak 

efektifnya Undang-undang No 41 Tahun  1999 Tentang 

Kehutanan tersebut. Hal ini menyebabkan  masih banyaknya 

kasus pembakaran hutan untuk pembukaan lahan yang 

terjadi hingga saat ini. Penerapan Undang-undang yang 

tidak tepat sebagai  dasar hukuman, menjadi celah lolosnya 

pelaku kejahatan kehutanan dari jeratan hukum. Hal ini tidak 

baik bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya di 

bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah di kemukakan 

maka di ajukan saran, antara lain : 

1. Pemerintah Pusat diharapkan melakukan revisi terhadap 

Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

dengan menambahkan ketentuan sanksi pidana minimum, 

agar efek jera yang diharapkan pada pelaku dapat terwujud.  

2. Diperlukan pengkajian dan pendalaman lebih lanjut 

mengenai dasar pertimbangan jaksa dan hakim dalam 

menggunakan Undang-undang yang tepat dan sesuai 
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dengan tindak pidana yang terjadi sehingga tidak tercipta 

ketimpangan penegakan hukum. Juga agar hukuman yang 

dijatuhkan dapat memberikan efek jera dan mencegah 

lolosnya pelaku dari jeratan hukum. 

3. Diharapkan jaksa dan hakim yang memutus perkara 

kejahatan terhadap lingkungan hidup khususnya tindak 

pidana pembakaran hutan, adalah yang bersertifikat 

lingkungan, dengan demikian diharapkan adanya 

keberpihakan terhadap keselamatan lingkungan khususnya 

kehutanan. 
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